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ABSTRACT

Marriage is one of the crucial phases in an individual's life that significantly impacts the social
and economic development of society. In Indonesia, including the Aceh region, government
intervention in marriage preparation is essential to ensure the emergence of a high-quality
generation capable of contributing positively to national development. This study aims to
analyze various forms of government intervention in marriage preparation and their impact
on the quality of the younger generation. The research employs a qualitative method with a
case study approach in several regions of Acch. Data were collected through in-depth
interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that structured and
sustainable government intervention can enhance the mental and financial readiness of
prospective couples and reduce divorce rates among the younger generation.
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ABSTRAK

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan individu yang memiliki
dampak signifikan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia
termasuk di Aceh, intervensi pemerintah dalam persiapan pernikahan menjadi sangat penting
untuk memastikan lahirnya generasi unggul yang mampu berkontribusi positif terhadap
pembangunan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk intervensi
pemerintah dalam persiapan pernikahan, serta dampaknya terhadap kualitas generasi muda.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di
beberapa daerah di daerah di Aceh. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam,
observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi pemerintah
yang terstruktur dan berkelanjutan dapat meningkatkan kesiapan mental dan finansial pasangan
yang akan menikah, serta mengurangi angka perceraian di kalangan generasi muda

Kata Kunci: Pemerintah, Intervensi, generasi Unggul
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PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia yang
tidak hanya menyangkut hubungan antara dua individu, tetapi juga membentuk fondasi
bagi terbentuknya keluarga dan masyarakat yang harmonis. Dalam konteks sosial,
pernikahan menjadi sarana untuk menjaga keturunan, memelihara moralitas, dan
menciptakan ketenteraman batin. Oleh karena itu, persiapan menuju pernikahan tidak
hanya berkaitan dengan aspek lahiriah, seperti kesiapan ekonomi dan fisik, tetapi juga
mencakup kesiapan mental, emosional, dan spiritual. Dalam pandangan Islam,
pernikahan memiliki kedudukan yang mulia karena termasuk bagian dari ibadah dan
sunnah Rasulullah SAW. Melalui pernikahan, manusia diharapkan dapat meraih
ketenangan dan keberkahan hidup. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:

o 86 Aa3 555058 K5 B ) | RLA 51551 kil 2 &1 18 O ] e
&5 R e)ﬂ gy 55‘3
"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rum: 21)
Pernikahan antar individu yang tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi
juga pada masyarakat secara keseluruhan. Menurut data (Widyawati & Pierewan, 2017),
tingkat pernikahan di Indonesia mencapai 1,5 juta pasangan per tahun. Namun,
fenomena pernikahan dini dan kurangnya persiapan yang matang sering kali
mengakibatkan masalah sosial, seperti perceraian dan ketidakstabilan keluarga. Namun,
meningkatnya kasus perceraian, pernikahan dini, dan kurangnya kesiapan mental
pasangan menjadi tantangan besar. Intervensi pemerintah, terutama melalui bimbingan
pranikah, menjadi sangat penting dalam konteks ini. Hal ini tidak hanya berkontribusi
terthadap pengurangan permasalahan rumah tangga, tapi juga mendukung lahirnya

generasi yang sehat fisik dan mentalnya. Rasulullah SAW juga bersabda:
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"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah,

maka menikahlah. Sebab menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga
kemaluan." (HR. Bukhari dan Muslim)
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Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam mempersiapkan generasi unggul
melalui pendidikan dan bimbingan pranikah menjadi sangat penting.

Intervensi pemerintah dalam persiapan pernikahan tidak hanya bertujuan
untuk menurunkan angka perceraian, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas
kehidupan keluarga. Menurut penelitian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, keluarga yang dibentuk dengan persiapan yang baik cenderung
lebih stabil dan mampu menghadapi tantangan kehidupan. Data menunjukkan bahwa
pasangan yang mengikuti program bimbingan pranikah memiliki tingkat kepuasan
pernikahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang tidak mengikuti
program tersebut termasuk dalam hal tinggkat kekarasan Rumah Tangga (Rachmad et
al.,, 2021)

Selanjutnya, dalam konteks generasi unggul, pemerintah perlu memastikan
bahwa generasi muda memiliki pemahaman yang baik tentang tanggung jawab dan
komitmen dalam pernikahan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang
menckankan pentingnya kualitas sumber daya manusia.(Najicha & SH, 2022), investasi
dalam pendidikan dan kesehatan mental sebelum pernikahan dapat meningkatkan
produktivitas dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, program intervensi yang
dirancang dengan baik dapat memberikan dampak positif bagi masa depan bangsa.

Pentingnya intervensi pemerintah juga terlihat dalam upaya mengurangi angka
pernikahan dini. (Mufid & Nail, 2021) Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan
angka pernikahan dini tertinggi di dunia, dengan 1 dari 9 perempuan menikah sebelum
usia 18 tahun. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi,
seperti pendidikan yang terputus dan peningkatan kemiskinan. Oleh karena itu,
pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menanggulangi masalah
ini.(Rosyidah & Listya, 2019)

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas berbagai intervensi
yang dilakukan pemerintah dalam mempersiapkan pernikahan bagi generasi unggul,
serta tantangan dan peluang yang ada. Diharapkan, dengan adanya intervensi yang
tepat, generasi muda Indonesia dapat lebih siap dalam menghadapi kehidupan

berkeluarga.
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METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan
pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di beberapa daerah di Indonesia
yang memiliki program intervensi pemerintah terkait persiapan pernikahan.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pasangan yang
akan menikah, tokoh masyarakat, serta petugas KUA yang terlibat dalam program
tersebut. Selain itu, observasi langsung terhadap pelaksanaan program juga
dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Data yang
diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk
mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari hasil wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk Intervensi Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan
untuk mendukung persiapan pernikahan bagi generasi muda. Salah satu bentuk
intervensi yang paling signifikan adalah penyelenggaraan program bimbingan pranikah
yang diadakan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan
keterampilan kepada calon pengantin mengenai berbagai aspek kehidupan berkeluarga,
seperti komunikasi, pengelolaan keuangan, dan pembagian tugas dalam rumah tangga.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pernikahan bukan hanya sekadar
ikatan emosional, tetapi juga melibatkan tanggung jawab sosial dan ekonomi yang
kompleks.

Pemerintah melalui Kementerian Agama dan instansi lainnya telah
menjalankan berbagai program pranikah, termasuk bimbingan materi tentang tanggung
jawab suami istri, manajemen konflik, dan pemahaman hak serta kewajiban dalam

keluarga. Hal ini sejalan dengan perintah Allah:
(s (sl pang AT (b Ly oLl e (5458 Ol

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)..." (QS. An-
Nisa: 34)
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Program bimbingan pranikah ini tidak hanya memberikan informasi teoritis,
tetapi juga melibatkan simulasi dan diskusi kelompok untuk meningkatkan pemahaman
peserta. Misalnya, dalam sesi tentang komunikasi, peserta diajak untuk berlatih teknik
mendengarkan aktif dan menyampaikan pendapat dengan cara yang konstruktif. Hal
ini sangat penting, mengingat banyak konflik dalam pernikahan muncul dari
kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi yang efektif. Menurut peelitian (Fauzia,
2019), pada tahun 2021, sekitar 300.000 calon pengantin mengikuti program ini. Angka
yang signifikan ini menunjukkan adanya minat yang besar dari generasi muda untuk
memperdalam pemahaman mereka tentang kehidupan berkeluarga. Penelitian yang
dilakukan oleh Mahasiswa UIN menunjukkan bahwa peserta program ini mengalami
peningkatan signifikan dalam pemahaman tentang tanggung jawab dalam pernikahan
(Mizwar, 2022) Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat mengurangi angka
perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga di masa depan.

Pendidikan pranikah yang diisi dengan simulasi dan diskusi mampu
menanamkan nilai tanggung jawab sejak awal. Selain itu, pendidikan formal dan
nonformal juga berperan dalam membangun kesiapan menikah. Pemerintah
menyediakan akses pendidikan hingga pelosok demi menekan angka pernikahan dini
yang kerap mengakibatkan putus sekolah dan kemiskinan.

Selain program bimbingan pranikah, pemerintah juga mengimplementasikan
kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi remaja. Pendidikan yang baik
merupakan fondasi penting dalam mempersiapkan individu untuk memasuki
kehidupan pernikahan. (Safitri et al., 2022) pendidikan yang inklusif dan berkualitas
dapat mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran akan
pentingnya persiapan pernikahan yang matang. Dalam hal ini, pemerintah berupaya
untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil dan mengurangi
kesenjangan gender dalam pendidikan. Misalnya, program beasiswa dan pelatihan guru
di daerah terpencil telah diluncurkan untuk memastikan bahwa semua anak, terutama
perempuan, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Dengan
pendidikan yang baik, generasi muda akan lebih siap untuk menghadapi tantangan
dalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga.

Program ini menjadi sarana aktualisasi dari perintah Rasulullah SAW untuk

menikah dengan niat yang luhur, yaitu membentuk keluarga yang baik, sakinah,
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mawaddah, dan rahmah. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya
untuk menikah sebagai salah satu bentuk penyempurnaan agama dan penjagaan diri
dari perbuatan maksiat. Pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis,
tetapl merupakan komitmen jangka panjang yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan,
tanggung jawab, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan bersama. Melalui program
ini, calon pengantin dibekali dengan pemahaman yang utuh mengenai hak dan
kewajiban dalam rumah tangga, nilai-nilai kesetaraan, serta keterampilan membina
komunikasi yang sehat dalam keluarga. Hal ini sangat penting agar pernikahan tidak
hanya sah secara syariat dan hukum negara, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan
luhur dari pernikahan itu sendiri, yakni menciptakan keluarga yang kokoh, berakhlak
mulia, dan menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang Islami:
Uy alhy 558 a8 g ale 40 e 0 05t 06 G gl 4 oy A
Y S5

"'Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada kelnarganya, dan aku adalah yang
paling baik kepada kelnargakn." (HR. Tirmidzi)

Intervensi lain yang dilakukan pemerintah adalah melalui kampanye publik
yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
persiapan pernikahan. Melalui media sosial, seminar, dan workshop, pemerintah
mengedukasi masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan
pranikah. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan menunjukkan bahwa
kampanye ini berhasil menjangkau lebih dari 5 juta orang di seluruh Indonesia pada
tahun 2022. Kampanye ini tidak hanya berfokus pada calon pengantin, tetapi juga
melibatkan orang tua dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang
mendukung. Misalnya, dalam beberapa seminar, orang tua diajak untuk memahami
pentingnya memberikan dukungan kepada anak-anak mereka dalam menempuh
pendidikan dan persiapan pranikah. Kesadaran yang meningkat ini diharapkan dapat
menciptakan budaya yang lebih mendukung bagi generasi muda dalam mempersiapkan
pernikahan.

Dengan berbagai bentuk intervensi tersebut, diharapkan generasi muda
Indonesia dapat lebih siap dan memahami tanggung jawab yang akan dihadapi dalam

pernikahan. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal aksesibilitas program
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dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Meskipun banyak program telah
diluncurkan, tidak semua daerah memiliki akses yang sama terhadap informasi dan
pelatihan. Di beberapa daerah terpencil, misalnya, kurangnya infrastruktur dan sumber
daya manusia yang terlatih dapat menghambat pelaksanaan program-program tersebut.
Oleh karena itu, evaluasi dan pengembangan program secara berkelanjutan sangat

b

diperlukan. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses
pengembangan program agar mereka merasa memiliki dan mendukung inisiatif
tersebut.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia
dalam mendukung persiapan pernikahan bagi generasi muda menunjukkan komitmen
untuk meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga. Melalui program bimbingan
pranikah, peningkatan akses pendidikan, dan kampanye publik, diharapkan generasi
muda dapat menghadapi pernikahan dengan lebih siap dan bertanggung jawab.
Meskipun tantangan masih ada, upaya yang dilakukan menunjukkan bahwa perubahan
positif dapat dicapai dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga
pendidikan. Dengan demikian, masa depan pernikahan di Indonesia dapat menjadi

lebih cerah, dengan generasi muda yang lebih memahami dan siap menghadapi

tanggung jawab yang akan mereka emban.

B. Tantangan dalam Implementasi Intervensi

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai intervensi untuk
mempersiapkan pernikahan bagi generasi unggul, masih terdapat sejumlah tantangan
yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi budaya terhadap
pendidikan pranikah. Di beberapa daerah, masih ada anggapan bahwa pendidikan
pranikah tidak diperlukan dan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan berdasarkan
tradisi tanpa mempertimbangkan persiapan yang matang. Misalnya, di beberapa
komunitas pedesaan, pernikahan sering kali dianggap sebagai sebuah ritual yang lebih
menckankan pada aspek sosial dan tradisi ketimbang persiapan emosional dan mental.
Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan di mana calon pengantin lebih sering mengikuti
nasihat orang tua atau tokoh masyarakat ketimbang mempertimbangkan pendidikan

yang relevan. Menurut penelitian oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI,
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2021), pandangan ini sering kali menghambat partisipasi generasi muda dalam
program-program yang ditawarkan oleh pemerintah. Resistensi ini bukan hanya
bersifat individual, tetapi juga mencerminkan norma sosial yang mengakar kuat dalam
budaya masyarakat.

Resistensi budaya masih menjadi tantangan utama. Di beberapa daerah,
pernikahan dianggap urusan adat semata, tanpa perlu pelatihan pranikah. Padahal Islam
sangat menekankan ilmu sebelum amal. Sebagaimana sabda Nabi:

Ob et O 3k 0 5 Ger 18 ol 53 50 LE0S: 06 (¢Sl s 5 205 Wi
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"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." (HR. Ibnu Majah)

Keterbatasan infrastruktur juga menyulitkan akses ke layanan edukasi pranikah
di daerah pedalaman. Banyak pasangan muda yang menikah tanpa bekal pengetahuan
yang memadai, sehingga rentan menghadapi konflik. Hal ini bertentangan dengan
semangat Islam yang mendorong persiapan matang dalam menjalani setiap aspek
kehidupan.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan akses terhadap program bimbingan
pranikah, terutama di daerah terpencil. Meskipun pemerintah telah berusaha
menjangkau berbagai lapisan masyarakat, infrastruktur yang kurang memadai dan
kurangnya sumber daya manusia di daerah tersebut sering kali menjadi penghalang.
Terkait perkawinan di daerah terpencil menunjukkan bahwa daerah dengan akses
terbatas terhadap layanan pendidikan dan keschatan cenderung memiliki angka
pernikahan dini yang lebih tinggi.(Inayati, 2015) Contohnya, di beberapa daerah di
Indonesia Timur, banyak pasangan muda yang tidak memiliki akses ke informasi atau
layanan bimbingan pranikah akibat jarak yang jauh dari pusat layanan. Situasi ini
menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam pemahaman dan persiapan pernikahan
di antara generasi muda, yang berpotensi berdampak negatif pada kualitas keluarga
yang dibangun di masa depan. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya pendekatan
inovatif untuk menjangkau masyarakat yang lebih terpencil, seperti penggunaan

teknologi digital untuk menyebarkan informasi.
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Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat dari pendidikan
pranikah juga menjadi tantangan. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa
pendidikan pranikah dapat membantu anak-anak mereka dalam membangun keluarga
yang lebih baik. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan menunjukkan
bahwa hanya 30% orang tua yang mendukung anak-anak mereka untuk mengikuti
program bimbingan pranikah. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk
mengedukasi orang tua dan masyarakat tentang pentingnya persiapan pernikahan.
Misalnya, program sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat atau pemuka agama
dapat menjadi cara yang efektif untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan
pemahaman tentang manfaat pendidikan pranikah. Dengan melibatkan orang tua
dalam proses pendidikan, diharapkan mereka dapat lebih mendukung anak-anak
mereka dalam mengikuti program tersebut.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah masalah pendanaan. Banyak
program intervensi yang tidak mendapatkan anggaran yang memadai untuk
pelaksanaan yang optimal. (Rosyidah & Listya, 2019) mencatat bahwa alokasi dana
untuk program pendidikan pranikah masih jauh dari cukup, sehingga menghambat
pengembangan dan perluasan program tersebut. Tanpa dukungan finansial yang
memadai, program-program ini tidak dapat dijalankan secara efektif, yang pada
gilirannya mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh calon pengantin.
Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada dukungan yang lebih besar dari pemerintah
pusat dan daerah untuk memastikan keberlanjutan program intervensi ini. Selain itu,
penggalangan dana dari sektor swasta dan lembaga internasional juga bisa menjadi
alternatif untuk memperkuat pendanaan program-program tersebut.

Dengan memahami tantangan-tantangan ini, pemerintah dapat merumuskan
strategi yang lebih baik dalam mengimplementasikan intervensi untuk persiapan
pernikahan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga
swadaya masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung generasi unggul
dalam mempersiapkan pernikahan mereka. Melalui pendekatan yang inklusif dan
berbasis bukti, diharapkan program pendidikan pranikah dapat dioptimalkan dan
menjangkau lebih banyak orang, sehingga tujuan untuk menciptakan keluarga yang

berkualitas dapat tercapai. Kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan pranikah
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akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat

secara keseluruhan, dalam membangun generasi yang lebih baik di masa depan.
C. Peluang untuk Meningkatkan Intervensi

Meskipun terdapat berbagai tantangan, ada juga banyak peluang yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan intervensi pemerintah dalam persiapan pernikahan
bagi generasi unggul. Salah satu peluang terbesar adalah pemanfaatan teknologi
informasi. Dalam era digital ini, teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan
sehari-hari. Program bimbingan pranikah yang diselenggarakan secara daring
memberikan akses yang lebih luas bagi calon pengantin, terutama di daerah terpencil
yang sering kali kurang terjangkau oleh program-program  pemerintah
konvensional.(Andriansyah & Rofiq, 2023), lebih dari 70% remaja di Indonesia
memiliki akses internet, yang menunjukkan bahwa platform digital dapat digunakan
sebagai sarana efektif untuk menyampaikan materi pendidikan pranikah. Misalnya,
melalui webinar, calon pengantin dapat belajar tentang aspek-aspek penting dalam
pernikahan, seperti komunikasi, pengelolaan keuangan, dan penyelesaian konflik, tanpa
harus meninggalkan rumah mereka. Dengan demikian, teknologi tidak hanya
memperluas jangkauan program, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi peserta
untuk belajar sesuai dengan waktu dan kenyamanan mereka.

Pemanfaatan teknologi digital menjadi peluang besar. Program bimbingan
pranikah daring memberi kemudahan dan fleksibilitas bagi pasangan calon pengantin.
Selain itu, keterlibatan NGO dan tokoh agama juga menjadi pendorong utama
suksesnya program ini.

Firman Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6 mengingatkan pentingnya persiapan dalam
membina rumah tangga:

Y s Bl G e & olaally Gl 85 050 B 5 a&adil 18 ) T call @ G

Oa5a% e Gslaiy zhal La d ) slaidg

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api

neraka..." (QS. At-Tahrim: 0)
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Kesadaran masyarakat yang meningkat, terutama dari kalangan generasi muda,
menjadi peluang strategis untuk membentuk keluarga islami yang sakinah, mawaddah,
wa rahmah.

Selain itu, kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus
pada isu-isu keluarga dan pendidikan dapat menjadi peluang strategis untuk
memperluas jangkauan program intervensi. Banyak NGO memiliki pengalaman dan
sumber daya yang dapat melengkapi upaya pemerintah dalam melaksanakan program-
program tersebut. Sebuah studi (Bahori & Ismail, 2017) menunjukkan bahwa
kolaborasi antara pemerintah dan NGO dapat meningkatkan efektivitas program dan
mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Misalnya, NGO dapat membantu
dalam penyediaan materi pelatihan yang lebih relevan dan menarik, serta melibatkan
masyarakat secara langsung dalam proses edukasi. Dengan cara ini, pemerintah tidak
hanya berfungsi sebagai penyedia program, tetapi juga sebagai fasilitator yang
menghubungkan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem pendidikan pranikah
yang lebih komprehensif dan inklusif.

Peluang lainnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang
pentingnya persiapan pernikahan. Dalam beberapa tahun terakhir, kampanye publik
dan media sosial telah berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang
manfaat pendidikan pranikah. Data dari survei oleh Komisi Nasional Perempuan
(Perempuan, 2019) menunjukkan bahwa 65% responden setuju bahwa pendidikan
pranikah penting untuk membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Kesadaran ini
menciptakan momentum bagi pemerintah untuk memperkenalkan program-program
yang lebih terstruktur dan menarik bagi calon pengantin. Misalnya, pemerintah dapat
meluncurkan kampanye yang menampilkan kisah sukses pasangan yang telah
mengikuti program pendidikan pranikah, sehingga dapat memberikan inspirasi dan
motivasi bagi calon pengantin lainnya. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi
lebih sadar akan pentingnya pendidikan pranikah, tetapi juga lebih termotivasi untuk
berpartisipasi dalam program yang ditawarkan.

Pemerintah juga dapat memanfaatkan momentum perubahan sosial yang
terjadi di kalangan generasi muda. Generasi milenial dan Z dikenal lebih terbuka
terthadap ide-ide baru dan perubahan, termasuk dalam hal pernikahan. Mereka

cenderung lebih menghargai pendidikan dan persiapan yang matang sebelum
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memasuki kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang
program yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan generasi muda. Misalnya, program
pendidikan pranikah dapat disesuaikan dengan format yang lebih interaktif dan
menarik, seperti penggunaan aplikasi mobile atau platform e-learning yang
memungkinkan peserta untuk berinteraksi dan berdiskusi secara langsung. Dengan
pendekatan yang lebih modern dan relevan, generasi muda akan lebih tertarik untuk
mengikuti program-program ini, sehingga meningkatkan partisipasi dan efektivitas
intervensi pemerintah.

Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, pemerintah dapat meningkatkan
efektivitas intervensi dalam persiapan pernikahan untuk generasi unggul. Diharapkan,
dengan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif, generasi muda Indonesia dapat lebih
siap dan mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Melalui
pemanfaatan teknologi, kolaborasi dengan NGO, peningkatan kesadaran masyarakat,
dan penyesuaian program dengan kebutuhan generasi muda, intervensi pemerintah
dalam pendidikan pranikah dapat menjadi lebih relevan dan berdampak. Kesuksesan
dalam hal ini tidak hanya akan membantu individu dalam membangun keluarga yang
harmonis, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih kuat dan
berdaya saing. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan pranikah adalah langkah
strategis yang harus diambil untuk menciptakan generasi unggul yang siap menghadapi

tantangan masa depan.

KESIMPULAN

Intervensi pemerintah dalam persiapan pernikahan untuk mencapai generasi
unggul sangatlah penting untuk menciptakan keluarga yang stabil dan berkualitas.
Melalui berbagai program dan kebijakan, pemerintah berusaha memberikan
pendidikan dan bimbingan yang diperlukan bagi calon pengantin. Meskipun ada
tantangan yang harus dihadapi, seperti resistensi budaya dan keterbatasan akses,
terdapat juga banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas
intervensi.

Pentingnya pendidikan pranikah tidak dapat dipandang sebelah mata,

mengingat dampaknya terhadap kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat secara

Elfagih (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam) Vol. 1, No. 2, 2025| 105



Zaki Satria

Intervensi Pemerintah untuk pernikahan

keseluruhan. Dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan kolaborasi dengan
Lembaga Swadaya Masyarakat, NGO dan Lembaga social perempuan sangat Penting
untuk menyelaraskan program dengan kebutuhan generasi muda, pemerintah dapat
menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi persiapan pernikahan.
Keberhasilan intervensi ini memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk
masyarakat, orang tua, dan lembaga pendidikan. Dengan kerja sama yang baik,
diharapkan generasi muda Indonesia dapat lebih siap dalam menghadapi kehidupan

berkeluarga dan berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa.
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